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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks
Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Sehubungan dengan permohonan informasi tersebut, bersama ini terlampir
disampaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, untuk digunakan
sebagai rujukan informasi pedoman penilaian tata kelola keuangan daerah.

3. Selanjutnya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pengukuran IPKD, kami
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dengan IPKD, kiranya berkenan disampaikan kepada kami sebagai referensi kajian
penyempurnaan IPKD.
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SALINAN

MENTERI DALAM NEGEEI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 202C
TENTAXNG

PENGUKURAN INDEKS PENGELCLAAN KEXUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ZSA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIX INDONESIA,

bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata kelcla
keuangan daerah, perlu dilakukan pengukuran ndexs
pengelolaan keuangan daerak;

bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan percbhinaan
terhadap pengelolaan keuangan daerah bagi pemerintah
daerah provinsi dan gubernu:r sebagai wakil pemerintah
pusatl bagi pemerintah daerah kabupaten/kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapgan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentarg Pengukuran

Indeks Pengelolaan Keuangar: Dacrah;

Pasal 17 ayat (3) Uncang-Undang Dasar Negara Repuzlik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 3¢ Tahun 2008 ientang
Kementerian Negara (Lemparan Negara Reputlik
Indonesia Tahun 208 Nomor 166, Tambahan Lermbaran
Negara Republik Indcnesia Nomor 4%16);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuolik

Indonesia Tahun 20.4 Nomor 244, Tambahan Leombaran



Menetapkan

iy

Negara Republik Indonesia meor 0587) schbagaimana
telan beberapa kali diubah, terakhir dengan Unrdang-
Uncang Nomor 9 Tahun 201¢% tentang Perubahan Xedua
atas Undang-Uncang Nomor 23 Tahun 201< -entzng
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuklik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 zentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggeraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuakblik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembkaran
Negara Republik Inndonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Zentang
Pengelolaan Keuangan Dasrah (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor £2, Tambahan
Lermmbaran Negara Republik Irdonesia Nomor €32%;
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 -enteng
Kementerian Dalam Negeri {Lembaran Negara Repubilik

Indonestia Tahun 2015 Nomor 12};

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  MENTERI  DALAM NEGERI TENTANG
PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DA=ZRAH.

BAB I
KETENTUAN JMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Indeks Pezngelolaan Keuangar Daerah yang se.anutrnya
disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapxzn
berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator ant-k
menilai xualitas kinerja tate kelola keuangar czerzh
vang cfektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam
periode tertentu.

Dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Dseraz vang

selanjutnya disebut Dimensi [PKD adalah suatu besarzn



10.

11,

-3 .

yarg terdin darl indikator-incikator npengukuran indeks
pengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, penatausahaar, pelaporan,
peranggungiawaban, dan pengawasan keuangan
daerah.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
peryelenggara pemerintahan dacrah yang merimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan ysng menjadi
kewenangan daerah otonom.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daers™ vang
selanjuzrrya  disingkat RPJMD adalah  doxumen
perencanaan daerah untuk periode 5 {lima) tahun
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerzh varg
selanjuinya  disingkat  RKPD adalah  doxumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
Kebijakan Umum Anggaran Pendsapatan dan Beiana
Daerah yang selanjutnya disirgkat KUA adalah dokumen
yvang memuat kebijakan bidang pendapatan, belan‘a, dan
pembiayzan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara vanrg
selanjutrya disingkat PPAS acalah program prioritzs dan
patockan batas maksimal anggaran yang direrikan
kerada Perangkat Daerah untuk setiap program sekagai
acuan dalam penyusunan reacana kerja dan anggaran
Perangkat Daerah,

Anggarar Pendapatan Belanje Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Dasrah.
Laporan Keuangan Pemerintan Daerah yang selazjatnya
disingkat LKPD adalah bentuk pertanggungjawaban
pengeiolaan keuangan daeral selakiu entitas pelaporan
selama satu periode pelaporan.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keaangan
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adalah laporan pemeriksaar atas LKPD untuk chun
pelaporan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urasan
pemerintahan dalam negeri.

Badan Penelitian dar: Pengembangan Kementeriar Dalem
Negeri yang selanjutnya disebut Badan L:tharg
Kemendegri adalah satuan unit kerja Kementerian
Dalamm Negeri vang memilki tugas melaksanakan
penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan

dalam negeri.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.

mengukur Kkinerja tata kelo.z keuangan daerah yang
efektif, efisien, transparan dan akurtabel dalam pericde
tertentu;

memacu dan memotivasi pemerintah  provinsi  dan
kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja
Pengelolean Keuangan Daerah.:

melakukan publikasi atas hasil pengukuran IPKD bagi
Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota,
memberikan pengheargaan kepada Pemerintah Daerah
yang memiliki IPKD vang berpredikat terbaik secara
nasional; dan

meningkatkan  peran  Apsrat Pengawas  Intermal
Pemerintah dalam mewujudkan pengawasan Pengelolzan

Keuanga=: Daerah yang transparan dan akuntabel.

BAB II
FEWENANGAN DAN SUMBER DATA

PENGUKURAN INDEKS PENGELCLAAN KEUANGAN DAZRAH

(2)

Pasal 3
Menteri ivelalui Kepala Bzdan Litbang Kemendagri
melakuzan pengukuran IFKD orovinsi.
Gubernur sebagal wakil Pemeriniah Pusat melalui badan

penelitiarr dan  pengembangan daecrah provins: atau



(3)

(2)
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sebutan - laih melakti}:ian | pengukuran IPKD
kabapaten/ .k_ota.

Pengukuraﬁ IPKD sebagaimana dimaxzsud pada ayat {1)
can ayat (2) dilakukan terhadap dokumen psrencanaan
pembarginan daerah, perganggaran, pela<zanaan,
penyverapan anggaran, dan Laporan Hasil Pemeriksaan

atas LKPD 1 (satu} tahun sebe:um tahun berjalan.

Pasal 4

Pe.ngukuran IPKD sebagatmara dimaksud dalam Pasal 3

ayat {1} dilakukan dengan menggunakan data yang

bersumber dari: '

a. Dirextorat Jenderal Bina Pembangunan Deerzh
Kementerian Dalam Negeri terkait dokumen RFJMD
dan EKPD;

b. Diregtorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri terkait dokumen XUA-
PPAS dan APBD;

c. Pemerintah Daerah terkait dengan dckumen
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan. dan
LKPD;

¢. Sistern Informasi Pemerintahan Daerah;

e. Tim DEveluasi dan Pengewasan Realisasi Anggaran
terkait dengan dokumen dan informasi penyzrapan
angearan; dan

f. Badan Pemeriksa Keuargan terkait dokumen dan
informasi opini atas LKPL.

Pengukuran [IPKD di kabupaten/kota oleh provinst

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaxukan

cengan menggunakan data yang bersumber dari:

. Bapoeda kabupaten/kota terkait dok.imen RFJMD
dan RKPD;

b. Badan Pengelola Keuangan Proviesi terkait dokumen
KUA-FPAS, dan APED;

¢. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilen Previnsi
terkait dengan dokumen can informasi op:mi atas
LKPD; dan
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d. Sistem Informas: Perriérirzzahan Daerah.

Pasal &
Menteri dalam melakukan pengukuran IPKD previnsi
sebagaimana dimaksud dzalam Pasal 3 avat (1)
membentuk tim yang susunar: xeanggotaanmya meliputi:
a. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perelitian can
Pengembangan.
b. Kewa . Kepala Pusat Litbang
: Pembangunan dar Keuangzsn
Dezerah, Badan Peneclitiar: ¢zan
Pengembangan.
c.  Weakil Ketua . Direktur Perencanzan
Anggaran Daerah Direktorat

Jenderal Bina Keuangan

Dzerah.
d. Sekretaris : Kepala  Bidang  Kecuangan
Dzaerah.
e. Kelocmpok Kerja,, : Direktur perencanaszn,
Anggota Evaluasi, dan Irfcrmasi
Peo-bangunan Deerzh

Direktorat  Jenderal B:na
Pén:bémgunan Daeran,
Direktur Pelaksanaan c¢ean
Pertanggungjawaban

Ketangan Daerah Direktorat
Jenderal Bina  Keuangan
Deerah, Kepala Bire Fukum
Sexretariat Jenderal, Direktl;r
Evaluasi Kinerja can
Peningkai;an Kapasitas
Daerah Direktorar Jenderal
Crtoncmi Daerah, dan Fejabat
Struktural, Fungsional
Pezaeliti dan/atau Fuagsional
La.nnya di hingkungan

Kementerian Dalam Negen
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dan  Kementerian/Lembaga

sesuai dengan kebutuher.

(2} Gukernur sebaga® wakil Pemerintah Pusat melakakan

pengukuran [PKD kabupaten/kota schagamana

dimaksud dalam Pasal 3 ayzt (2) membentuk tim yang

susunan keanggotaarnya melipuri:

a.
b.

Penanggung Jawab

Ketua

Wakl Ketua

Sekretaris

Kelompok Kerja,
Anggota

Sekretaris Daerah Provirsi.
Kepala Badan Peneclitian dan
Pengembanrgan Daerzh
Provinsi Atau Sebutan La:n.
Pejabat Pengelbla Keuangan
Dzerah.

Sekr;:taris Badan Pene:tian
den Pengembangan Dezerzh
Prcvinsi Atau Sebutan Lan.
Kenala Perangkat Daeran dan
Pejabat Struktural, Fungsional
Peneliti dan/atau Fungsional
Lainnya di lingkungan
Pemerintah Daerzh previnsi
dan/atau lembaga lain sesuai

dengan kebutuhan.

BAB ili
DIMENSI INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 6

[PKD diukuir melalul 6 {(enam) dimensi meliputi:

a. kesesualan dokumren perencariaan dar penganggaren;

o

°o o o

fane]

penverapan anggarar;

pengaiokasian anggaran belan;a dalam APBD;

transparansi pengeloiaan keuangan daerah;

kondisi keuangan dacrah; darc

opini Badan Pemeriksa Keuargan atas LKPD.



Pasal 7

Kesesuaian dokumen perencazasn dan penganggaran

sebagaimana dimaksud dalam Fasal 6 huruf a mencakup

indikator:

a. kesesuaian nomerklatur prog-ara RPJMD dan RKFD,

b. kesesualzn nomerklatur prograrm RKPD dan KUA-PPAS;
c. kesesuaien nomerklatur prograrm KUA-PPAS can APBD;
d. kesesualan pagu program RKZD dan KUA-PPAS; dan

e. kesesualan pagu program KUA-FPAS dan APBD.

Pasal 8

Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD schagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mencakup:

a.

(1)

penyediaan alokasi anggarzn belanja un-uk fungsi
pendidikzn sebesar 20% (dua puluh perseny);

penvediaan alokasi anggaran belanja untak wurusean
kesehatan sebesar 1C% (sepuiuh persen) diluar gsji;
penyvediaan alokasi anggaran delanja untuk infrastruktur
sebesar 20% [(dua puluh lima persen) dari penerimaan
dana trarsfer; dan

penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi
Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketertuan

pefaturan perundang-undangan.

Pasal 9
Transparansi pengelclaan kevangan daerah sebagaimeana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf ¢ mencakup indikazer:
a. ketepatan waktu; dan
b. keteraksesan
Ketepatan waktu scbagaimana dimaksud pada svat (1)
huraf a merupakan pengusguran terhadap penyajian
dokumen perencanaan, peleksanaan, pelaporan, dan
pertanggungiawaban keuangarn daersh oleh Pemerinteh
Daerab meialui Sistern Informasi Pemerintahan Daerzh
secara iepat wakti dengan wmemperhatikan measa

penyajiar informasi dekumen peling lama 30 (tiga paiuiy)
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hari kalender setelah dizetapkan sesual dengan
ketentuan peraturan perundaszg-undangan.

(3) Keteraksesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf
b, merupakan pengukuran terhadap penyajian dckumen
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangsrn daerah vang dapat
diakses ztau diundun secara umum dan terbuka untuk
publik melalul Sistem Informasi Pemerintahan Dasran,

sckurang-kurangrya selama cua tahun anggaran.

Pasal 10
Penyerapan anggaran sebagaimara dimaksud dalam Pasal 6
huruf d, mencakup indikator wvang disesuaikan dengen
struktur anggaran belanja dalam APRD meliputi psnyerapar::
a. anggaran belanja operasicnal:
b. anggaran belanja modal;
c. anggaran belanja tidak terduga, dan

d. anggaran belanja transfer.

Pasal 11
Kondisi keuar*gan daerah S(,bdga.lmana dunaksud dalam Pasal
6 huruf e mercakap indikator:

kemandirian keuangan;

b. fleksibiiitas keuangan;

¢.  solvabilitas operasional;

d. solvabilitas jangka penflek;

e. solvabilitas jangka panjang; den
f.  solvabilitas layanan.

Pasal 12
Opini Badan Pemeriksa Keuangzn atas LKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dlzkukan bercasarkan opim
Badan Pemeriksa Keuangan atas _KPD yang digucit selama 3

ftiga) tahun terakhir berturut-turus.
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Pasal 13
Untuk daeral: vang n:a'sih tnénggT,:nakarl struktur a—ggaran
belanja sesuai peraturan perundang-undangan sebdehum
berlakunya pe.ratumn. pemerirtah  tzntang Pengelolaan
Keuangan Daerah, dimensi penyerapan arggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huraf d, menggunakan
indikator yvang meliput. penyerapar::

a. anggarar. belanja pegawai,

=

anggararn belanja bunga;
anggaran belanja subsidi;
anggarar: belarnja hibah;

anggarar. belanja bantuan sos:al;

N

anggarar belanjai bagi hasil dan bantuan keuvangan,

anggaranr belanja tdzk terduga,;

=

anggarar: barang dar jasa; darc

. —

anggarar: belanja model.

BAB IV
PENGUKURAN INDEKS PENGELCLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 1

Penentuan bonot Dimensi [PKD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal & citetapkan sebagal berilout:

a. kesesuaian dokumen perencznaan dan penganggaran
sama dergan 15 (ima belas);

b. pengalckasian anggaran belanja dalam APBD sama
déngan 20 (dua puiuh);

c. transparansi Pengelo.aan Ketangan Daerah sama dengan
15 {lima belas);

d. penyerapan anggaran sama dengan 20 (dua putuhj;

e. kondisi keuangan dacrah sama dengan 15 (limwe teles);
dan

f.  opini Badan Pewmeriksa Kenangan atas LKFD sama

dengen 15 {lima belas).
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Pasal 15
Pemeringkatan nasil pengukuran IPKD  orovinsi
dilakukan secara nasional.
Pemeringkatan hesil pengukuran IPKD kabupaten,kota
dilakvkan terhacap kabﬁpaten /kota dalam regional

masing-masing provinsi.

Pasal 16
Pengukuran IPKD dilakukan dengan menjumlah selarch
hasil werkalian masicg-masing bobot dimens: dan indeks
dimer:si. |
Ketenmuan lebih lanjut mengenai teknis pengukuran (PKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1j, tercantum dalam
Lamp:ran vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Mentert ini.

Pasal 17
Has:l penguikuran IFKD sebagaimana dimaksud calam
Pasal 15, .dikelo.rr-pokari serdasarkan kemampuan
keuargan daerah.
Kemampuan keuangan daerzh sebagaimana dimaksud
pada aval (1) meliputi:.
a. tnggy;
b. sedang; dan
¢.  rendah.
Pengelompokan kemampuzn keuanga=n daereh
sebagaimana dimaksud pads ayat (2], sesuai dengen

ketenTuan peraturan perundarng-undangan.

Pasal 18

Hasil pengukuran IPKD sebagaimzna dimalsud daiam Pasal

17 ayar (1) mehputi:

b.

C.

peringkat baik dergan nilai A;
peringkat periu perbaikan dengan nilai B; dan

peringkat sangat pertu perbaizan dengan nitai C.
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Pasal 19

Hasil pengukuran IP‘KD:'-'_'.S'ebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1), unmuk pemerintab provinsi ditezzpkan
setiar takun dengan Keputuszn Menteri.

Hasii pengukuran IPKD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1% ayat (2}, untuk pemerintah kabupaten,kota
ditetapkan setiap tahun dengai: Keputusan Gubermmur.
Gubernur menyampaikan laporan hasii pergusuran
IPKD pemerintah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat {2 képada Menteri paling lambat

Bulan Juii tahun berixutnya.

Pasal 20

Dalarmc rangka {Sember'ia:. penghargaan kepada

Pemerintah Daerah provins:, daerah kabupaten dan

daeran kota atas pehgukuran IPKD dengan norminasi

peringkat baik, Menteri menetapkan predikat cerbaik
secara nasional.

Predikat terbaik secara nasicnal sebagaimana dimaksud

pada ayva: (1) meliput: |

a. 1 (satu) daerah provins. vang berpredika: -erbaik
untfuk masing-masihg kategori kemampuaan
keuzngan daeral: tirggi, sedang dan rendal:;

b. 1 (satu) daerah kabupatsn yvang berpred:kat rerbaik
untuk  masing-masing  kategori kemampuan
keuangan daeral. tinggi, sedang dan rendal:: can |

c. 1 (satu) daerah kota yang berpredikat terbaik untuk
semua  kategort kemampuan keuangar: daerah
tinggi, sédang den renda’:.

Haslil pengukt.iran IPKD  oagi Pemerintah Daerah

berpredikat terbaik secarz nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (2}, dapat dijadikan dasar dalam
pemberian insentif sesual dengan ketentuan zeraturan
perundarg-undangar. |

Menteri  memberikan pcnghérgiaan -sébz;gejmam

dimaksud pada ayat (1) secara nasional pada Bulan

Agustus setiap tahun.



(1)

(2)

(1)

(2}

(33

Pasal .2'_'

Berdasarkan hasil pengukuran IPKD bagi Pemerintzn

Daerah dengan peringkat sangat perlu perbeixzn

sebagaimana dimaksud dalarc Pasal 18 huru® ¢, Menteri

menetapkan predixat terburu< sscara nasional.

Predikat terburuk secara nasional sebaga.mana

dimaksud pada ayat 1) melip-ti: |

a. 1 (satu) daerah provinsi yvang berpredikat terburck
untuk  masing-measing  kategori  kemampuan
keuangan tinggi, sedang, dan rendah,;

b, 1 (satu] daerah ‘kabupaten yang berpradikat
terburuk  untuk = masing-masing xategori
kemampuan keuangah tinggi, sedang, dan ~endeh;
dan | | -

¢. 1 (sam) daeral: kota wang berpredikat terburik
untuk semua kalegori kemampuan keuangan nggl,

sedang, dan rendah.

BABV
PENDANAAN

| Paséli 2Z

Pendanaan dalam pengukurar IPKD Pemerintan provinsi
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara. | B |
Pendanaan dalam raagka pergukuran IPKD Pemerintzh
kabupaten/kota d-bebankan pada APBD provinsi

Selain pendanasn sebagaimana dirnaksud pada zvat (1)
dan ayat (2}, pendanaan. dapet berasal dari sumbzer lan
vang sah dan tidak mengikat sesual dengan ke.entuzn

peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pengukuran IPKD uniuk nertama kali dilakukan itermade
T P

dokumen perencanaan pembangur-an daerah, perganggaran,

pelaksanaan, penyerapan anggaran, laporan hasil

pemeriksaan atas LKPD Tahun 2012,
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BAB Vi
KETENTUAN P=NUTUP

Pasal 2+
Peraturan Menteri ini  mulai  berlaku pada

diundangkan.

tanggal
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Agar setiap orang  mengetzhuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri -n: dengan penempszstannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2C20 NOMOR 284

Salinan sesuai cengan aslinya
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI CALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 202C

TENTANG PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

TEKNIS PENGUKURAN 'NDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengukuran IPKD dapat cilagukan melau beberapa langkah sebagai berikus
PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAE
Pengukuran IPKD dilakukan berdasarkan dimensi IPKD derngan anapan

A.

scbaga
1.

herikut:

Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggacan (D. 1}

.

zesesuaian nomenklatur program RPIJME dan RKPD (D 1.1
Penilaiar: terhadap kesesuaian prograi‘n RPIMLE dar. REKPD
dilakukan dengar. memperhatikan nomenklatur program  yang
tercantum antsra cokumen RPIMD dan RKPD. Apabila covaeridazar
program pada masing-masing urusan psmerintzhan dsn perangkal
aerah yvang tercantum dalam RPJMD, dicermati ada xesesuccan
dengan  nomenklatar program  pada masing-masing  urusan
perterintahan dan perangkat daerah calam REKPD, wake dinda
ek’ kesesuaiar. dan diberikan skor 1. Sebalilinya, apeilis
nomenldatur program .pada masing-mesing urusan pemermtahan
Ciazry pci‘&.rlg}:ut caeran yang tercantuim daiar RPIMD, dicarmat: ticak
wemiliki  kesesutaan  atan  tidak  ditermukan  dengen  mwllat
gomenklatur program pada masing-masing urusan pcmeﬂr akan
dan peranghkat dasrah dalam RKP D, maka dinllai tidak memiiki
kesesuaian dan diberikarn skor O
Penentuan sxor kesesuaian antara q‘ogfam REJMD dan REPD
adalah dengan memumlahﬁan skor masing- mabmf, program yang
se suel dan yang tidek sesual, dan selanjitnya dibag! dergen jumiah
seluruh program pacda masing masing rusan peuierintansn )
perangkat daersl pada RPJMD atau R¥PD (jumlah toral wrogeam
vang ferbesar). Tormeadasi untuk penentuan s’kor antars Jum.ak skor

kesssuaian dengan jumlah progrem tersebut adalab selegai hesilout
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- himlah Skor Kesesuaizan
SkorD.i.1= : :
Juraiah Program

Contoh simulasi pen_.ghitungan skor kesesuaian antara program
RPJMD dan RKPD sebagaimana ditujukar. nada tabel berikut:

Tabel 1.1

Penentuan Skcr Kesestaian nomenklarur prograin RPUMD dan KKPD

No | RPIMD F FKPD Pepilaian Penentuan Skor
| 1 [ Program A | Program A | Sesuai 1 | Jumlah sesuai = &
2 : Program B | Program B Sesuai 1 { Jumlah tidak sesuai= &
3 |[Program C |- tidak sesuai | ¢ | Jumlah Program =9 |
4 - Program D | tidak sesuai ! C l
5 |ProgramE | Program E | Sesuai 1 | Skor D.1.1 = ;
6 |- Program F tidak sesuai | C |! “m];ijl:ﬁ‘;::::”r |
7 - ' Program G | tidak sesuai | C !
5 TProgram B |- fidak sesuai | C ) § - o4 |
9 | Program | | Program [ | Sesuai 1 F
Total 4 {
Keterangan:

1. Program yang dinilai adalah program pada urusan pemernntahan
daerab.

2. Untuk program sesuai diberi nilai 1, dan ticak sesuvai diber: niiai 0.

b. kesesuaian npmenkiatur program RKPD can KUA-PPAS (D.1.2,
Perilaian terhadap kesesusian program RKPD dan KUA-PEAS
dilakukan - dengaen memperhatikan ncomenklatur program vyang

tercantum artara dokumen RKPD dan KUA-PPAS. Apanila

nomenkiatur program pada masing-masing urusan pemer:ntahan
dan perangkat dacrah yang ‘ercantum calam RKPD, dicerninati aca
kesesuaiaﬁ dengan rmmcnldat‘dr program  pada masing-masing
urusan pemerictaban dan perangkat daersh dalem KUA-FPAS, maxa

- C)

dinilai merniiiki kesesuaian dan diberikac skor i. Sebaiiknya, zpab:la
nomenkiatur pregram pada masing-masing Uirasan pemerntalan
dan perangkai daerah yarng tercantum dalam RKPD, dicermati tidak

memiliki  kesesuaian  atau  tidak  ditemukan dengan rmelibat
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nomenklatur prograr:. pada masing-masing urusan pemerirtahan
dan perangkat caeran dalam KUA-PPAS, naka dinilai tidak memiziki
kesesuaian dan diberikan skor O.

Penentuar. skcr kesesuaian antara Program RKPD dan UA-
PPAS adalak dengar menjumlankan skor masing-masing program
yang sesuai dan varg tidak sesuai, dan selanjutnya dibagi dengan
Jjumlah selﬁfuh program pada masing-masing urusan pémerir:tahan
dan. perangké.t daerah _‘giada RXPD dar KUA-PPAS (jum.gn teial
program yang terbesar). Formuiasi untuk penentuan skor anta-a
jumlah skor kesesuaisn dengan jumiah program tersebut adaah

sebagai berikut:

humlah Kesesuaian Pragram
Jumlah Program:

SkerD 1.2 =

Contoh simuias. pengukuran kesesuaian antara program RXPL dan
KUA-PPAS sebagaimzna ditujukan pada tatel berikut:

:

Tabel 1 2

Penentuan Skor Kesesuaian nomenkiatur pregram RKPD dar: KUA-PPAS

N¢ | REPD | KUA-PPAS [ Penilzian. Pensntuan Skor :
1 |Program A | Program A ! sesuai - TJumlah sesuai = 5 :
2 | Program B | Program B | sesuai > | Jumlah vdak sesvel = 4 |
3 - _ Program C | Tidak sesuai | 0 | Jumlah Program = 9 [
4 | Program D | Program D | sesuai 2 | Skor D.1,2 = Juriaesesazi |
Jumlaih Pregram ¢
S | Program E | - | tidak sesuai {0 %
6 | Program F | Program I | sesual L] _ s = 0.555 E
7 | Program G Progra::tl G | sesua 1 K
8 - : Program H | tidak sesuai | 0
9 |Programl |- ' tidak sesuai | D
Total | | |5
. . j -
Keterangan: _
1. Program vang dinilai adalah program pada urusan pemerintakan
daerah.
2. Untuk progra‘m sesual diberi nilai 1, dan ndak sesuai d:beri n:lai O.
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kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD (D.1.3)

Penilaian terhaclap kesesuaian program KUA-PFAS dan AP3D
dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang
tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD. Apabila
nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintanan
dan perangkat daerah yang tercantum dalam KUA-PPAS, dicermeti
ada kesesuaian dengan nomenklatur preceram pada masing-masng
urusan pemerintahan dan perangkat caerah dalam APBD, maka
dinilai memiliki kesesuaian dan ciberikar. skor 1. Sebaliknya, apabila
nomenklatur program pada mesing-masing urusan pemerirtanan
dan perangkat dzerah yang tercantum dalam KUA-PPAS, dicermati
tidak memilki kesesuaian atau tidak citemukan dengan melihat
nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintalan
dan perangkat daerah dalam APBD, raka dinilai tidak mermiliki
kesesuaian dan diberikern skor 0.

Penentuan sko- kesesuaian antara Program KUA-PPAS dan
APBD adalah dengan menjumla.‘hkaﬁ skor masing-masing program
yang sesuai dan yang tidak sesuai, dar selanjutnya dibagi cengan
jumlah seluruh program pada masing-masing urusan pemeriatahan
dan perangkéi: daerah pada KUA-PPAS can APBD (umial 1otal
program yang terbesar). Formulasi untak penentuan sker anzara
jumlahl skor kesesuaian dergan jumial program tersebut adalah
sebagai berikut:

' um:ah Kesesuaian Program
Skor D.1.3 = 2nrog

Tumlah Prograe

Ccontoh sirnulasi nergukuran kesesualar antara program KUA-FPAS

dan APBD scbagaimana ditujukan pada tzbel berikut:

Tabel 1.3

Penentuan Skor Kesesuaian nomenk.atur program KUJA-PPAS dan APBD
| No [ KUA-PPAS | APBD |  Penilaian  Penenwuan Sker
1 | Program A | Program A i Sesuai 1 Jumizh sesuai=%5
2 {Program B | Program 3 Sesuai 1 Jumuah tidak sesua. = 4
3 {ProgramC |- - ‘ tidak sesuai |0 Jumlzh Program = 3
| 4 I Program D | ﬁbgrarﬁ T | Sesual i f




KUA-PPAS | APBD Penilaian . Penentuar Skor

No
5 |- Prog-am E - | tidak sesuai | 0 Skor D.1.2 =
6 |Program F | Program F | Sesuai |1 umlahkesesuaian progran
| Jumiah Program
7 | Program G | Program G | Sesuai
8 Programi H | - i lidak sezual | O 5
- : = —= (.555
°
9 - Program 1 | tidak sesuai
!
Total
Keterangan:
1. Program yang dinilai adalah program pada urusan pemerintahzn
dacrah.
2. Untuk program sesuai diberi nilai 1, dan tidak sesuai diberi nilai 0.
d. kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS (D.1.4)

Penilaian "terhadap kesesuaian jumlzh pagu per program RKFD

dan KUA-PPAS yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian
antara pagu per program vang tercantum antara dokumen RKFD can
KUA-PPAS, kemudian dijumlahkan kesesuaannya setelah dilakuken
scoring. Jumlah scoring kesesuaian pegn program pada masing-
masing urusan pemerintahan den perangkst dacrah yang tercanum
dalam RKPD dibandingkan dengan KUA-2PAS telah diperciel maka
dapat diketehui jumlah kesesuaian pagu program.
Apabila jumlah pagu per program anrare RKPD dan KUA-PPAS
memiliki kesesnaian maka diberikan szor 1. Sebaliknya apabila
jumlah pagu per program antara RKPD dan KUA-PPAS tidak memitiki
kesesuaian atau jum.ahunya berbeda, maka ciberikan skor 0.

Penentuan skor kesesuaian antara kessstaian jumiah pegu per
program RKPD dan KUA-PPAS adalah dengan menjumlahgzn ssor
masing-masing pagu per program pada urusan pemerintahan dan
organisasi yang tercantum dalara RKPD dan KUA-PPAS yang sestai
dan vang tidak sesuéi, selanjutnya dibegi dengan jumlah ssluruh
program pédz'a masirg-masing trusan psmerintahan dan perangkat
daerah pada RKPD dan KUA-PPAS (umlah total programa yeang
terbesar). F ormuiasi untuk penentuan sker kesesuaian pagu piogram

tersebut adalah sebagai berilout:

Jumlzk kesesuaian sage
Jumiah Program

SkorD.1.4 =




Contoh simulasi pengukuran. Késé:éiiaiax: antara pagu RKPD

KUA-PPAS sebagaimsana ditujukan pada tade. berikut:

dan

Tabel 1.4
Penentuan Skor Kesesuaian pagu program RXPD dan KUA-PPAS
Program Pagu
No KUA-I KUA- P=nentuan Sker
RKPD PPAS RKPD | PPAS |
1 ! Program |Programn | RpA | RpA | Sesuai 1 | Jumlah sesuzi = 3
A A | Jumlah ticak sesuai
2 | Program | Program | Rp B Rp B - | Tidak sesuai 0 !=6
B B (kurang dari Jumlah Program = 9
pagu}
P30 - Program | - Rp C - | Tidak Sesua: O | Sker .14 =
C lumlah kesesuaiaa pagu
4 | Program | Program | Rp D. - Tidak sesual 0 jumlak =rogra:mn
D D (tidak E
dianggarkan; | '2"= 0.333
5 Program | - _ RpE | Tidak sesuai | C |
E | (Anggaran |
Baru muncul)
6 | Program i Program - RpF JI Rp P | Sesuai 1
F F |
7 | Prograra | Program | Rp G Rp G | Sesuai 1
G G E |
8 |- Prograsm | - Rp H | Tidak sesua’ 0|
H | E (Arggaran Baru
l' muncul)
9 | Program |- Rp I - idak sesua: Q
1 | (ticak | |
! | | dianggarkani | 1|
i Total ! T 3 i
[— | ! . S I
Keterangan:
1.  Pagu yang dinilai adalah pagu program paza urusan pemerintahan das-zk.

2.

Untuk pagu sesuai diberi nilai 1, dan tidak sesuai diberi nilai 0.
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kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD {D.1.5)

Penilaian terhzdap kesesuaian jumlah pagu per program KUA-

PPAS dan APBD vang dilakukan dengan mempernatikan kesestvaian
antara pagu per pregram yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS
dan APBD, kemudiar. dijumlahkzn kesesiaiannya setelak dilakukan
scoring. Jumlal scoring kesesuaian pagu program pada masing-
masing urusan pemerintahan dan perangzat daerah yang tercantam
dalam KUA-PPAS dibandingkan dengan APBD telah ciperoleh maka
dapat diketahui jumlsh kesesuaizn pagu program.
Apabila jumlah pzga per program antara KUA-PPAS dan APBD
memiliki kesesuaian maka diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila
jumlah pagu per program antara KUA-PPAS dan APBD tidak memilixi
kesesuaian atau jumla_hny'a berbeda, maka d:berikan skor 0.

Penentuan skcr kesesuaian antera kesesuaian jﬁ.lnlah pagu per
program KUA-PPAS dan APBD adalah cengan menjumlahkan skcr
masing-masing pagu per program pada urisan pemerintahan dan
organisasi yang tercantur dalam KUA-PFAS dan APBD vang sesuai
dan vang tidak sesuai, szlarjutnya dibagi dengan jumlah selarth
program pada masirg-masing urusan pemerintahan dar perangkat
daerah pada KUA-FPAS dan APBD (jumlah total program yeang
terbesar). Formulasi untuk penentuan sker kesesuaian pagu program
tersebut adalah scbagai berikut:

_Juimlah kesesuaian pagu

Skor ID.1.5 =

Jumtah Program



Contch simulasi pengukuran kesesuaiaii antara pagu KUA-PPAS dan

APBD sebagaimana ditujukan pada tabel berikut:

Tabel 1.5

Penentuan Skor Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan AP3D

Program Fag{i
No | KUA- KUA- Penentuan Skor
PPAS APBD PPAS | APBD
1 Program | Programm ' Rp A [Rp A Sesuali 1 Jumlah sesual
A A =3
2 | Program | Program | Rp Rp B | Tidak sesual 0 | Jumiah tidak
B B | B- sesuai = 6
3 | Program | - Rp - ‘ Tidak Sesuai 0 [Jumlah
C C- Program = % !
4 | Program | Program | - Rp D- ' Tidak sesuai O ’
D D | Skor D.1.5= |
5 1- Prolgrafn RpE |- | Tidak sesuai | 0O Jumlak sesua.
' B | Jumiah Progran
¢  Program | Program |RpF ! RpF Sesuai 1 i !
F | R l = ~;j= €.333
7] ?rograﬁr Program» |Rp G |Rp G | Sesuai 1
G G ;
& | Program |- ‘RpH |- Tidak sesuai | 0 5
 H |
9 - : Prografn - Rp ] Tidzk sesuai 0 i
| I |
| lf Total | 3
Keterangan: '

1. Pagu yang dinilal ada.an pagu program pada urusan pemerintahar Zzerah.

2. Untuk pagu sesuai dineri nilai 1, dar: tidak sesuai diberi nilai 0.
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Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD D.2)

Dimensi Pengalokasian anggaran belanjz calam APBD merupakan

salah satu dimensi yang diukur dalam IPKC. Indikator-indikator yang

terdapat dalam dimensi Pengalokasian anggzren belanja dalam APBD

merupakan beberaps amanat peraturan perundang-undangan {(mandaiory

spending). Indikator-ndikator vang digunakan serdiri dari:

a.

Alokasi jumlah belanja untuk fungsi perdidikan sekesar minimal

20% dari APBD.

Alokasi jumlah belanja untuk urusan keschatan setesar morimal

10% dari APBD di luar gaji. |

Alokasi jumlah belénja untuk infrastruktur yang langsung dalam

alckasi dana trémsfer sebesar minimal 25% dari Dana Transier

Umum. |

Alckasi belarja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

Penentuan Skor unfuk masing-masing indikator pada <imensi

Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBL dilakukan dengen

cara: | ' ‘

a. Apabila indikator tersebut memenuli persyaratan yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor
1.

b. Sebaliknya apabila indikator tersebut tidak memeruli

| persya’rat?n yang ditetapkan dalam  peraturan perundang-

undangan diberikan skor 0.
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Contoh simulasi penentuan skor masing-raasing indikator naca
dimensi pengalokasian anggaran bkeslanja cdalam APBD sebagaimanra

ditujukan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Penentuan Skor indike-or

Dimens: Pengalokasian Anggaran Betanja Dalam APBD

' No Indizator Prasyarat | Sker

1 | Alckasi jumlah belanja untuk fungsi | Memenuhi H

pendidikan sebesar minimal 20% dari

Tidak 2

Memenuhi

APBD (D.2.1}

2 | Alokasi juralah btelanja untuk urusan | Memenuhi 1
kKesehatan sebesar minimai 10% dar:

APBD di luer gaji 1.2.2)

tTidak o
Memenuhi
3 | Alokast jumlal belanja untuk | Memenuhi
infrastruktur  yang langsung dalamc E
alokasi dana transfer scbesar minimai‘"l‘idak 0
25% dari Dana Transfer Umum {3.2.3) Memenuhi

4 | Alokasi junilan beianja untuk memenuh: Memenuhi N

| Standar Pelayanan Minimal (D.2.4)

| Tidak 0

Memenuhi

dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (D.2) dinitung
dengan meniumlahkan skor masirg-masing ndikator dibagi cengen

jumiah indikator, yang ciformulasikan sebaga: terikut:

Indeks D.2= Skor rata-rata T bobot



s
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3

Contoh simulasi Indeks c¢imensi pengalokasian anggaran belanja dalam

APBD (D.2) sebagaimana ciitujukari pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Indeks Dimens: Pengalokasian Anggaran 3elanja Dalam APBD

Indikator _ Skor | Szor rata-rata | Indeks (D.2}
Alokasi jumlah belanja unzuk fungsi | 1 = 1+1+1+1 D.2="x20
pendidikan sebesar minimal 20% 4 =20
dari APBD =1

Alokasi jumliah belanja nuntuk|1 |
urusan kesehatan sebesar minimal i
10% dari APBD di luar gaji

Alokasi jumlah belanja untuk 1

Alokasi jumlah  belanja untuk |1
infrastruktur yang largsung dalam

alokasi dana transfer sebesar

minimal 25% dari Dsna Tramsler

Umnmum : ]

memenuhi Standear Pelayanan

Minimal.

Keterangan:

i. Indeks Dimensi pengalokasian anggaran nelanja dalam APBD (D.2)

adalah skor rata-rata dikali bobot.

2. Bobot vang diberikan untuk dimensi pengalokasian anggaran telanja

dalam APBD ada.an 20.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (C.3)

Dimensi transparansi pengelolaar. kevangan daerah mencakup indikator:
1) ketepatan waktu; dan

2) keteraksesan.

Pengukuran atas ketepazan waktu dan keteraxsesan terszbut di.akukan
terhadap beberapa dokumen yaitu: -

1. Informasi Ringkasan Dolkamen REPD.

2.  Informasi Kebijakan Jmum Anggaran.

3. Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran.

4, Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPL.



10,
L1.
12.
13.
14,
15.
16.

17.
18,
19.

B B
oo

Informasi Rirgkesan Dokumen REA PRKD

Informasi Ringkasan Dokumen Rancangaz Peraturan Daerah tentang
APBD.

Informasi Peraturan Daerah tentang AFPBE

Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
Informasi Rir.gkasan DPA SKPD.

Informasi DPA PFKD.

Informasi Realisasi Pendapatan Daerah.

Informasi Realisasi Belanja Daeran. |

Informasi Realisasi Pembiayaan Caerah.

Informasi Ringkasan Dokumen Rancangar Perubahan APED.
Informasi Peraturarn: Daerah tentang Perubzhan APBD.

Informas: Peraturan Kepala Dacrah tentang Penjabaran Perubahan
APBD, | |

Informas: Ringkaéan RKA Perubahan.

Informas. Rencana Umum Pengacaan.

Informas: SK Kepala Daerah tentang Pejanat Pengelo.a Keuangzan
Daerah.

Informasi Peraturan Kepala Daerah tentarg Kehijakan Akuntansi.
Informasi Laporan Arus Kas.

Informasi Laporan Realisasi Anggaran Sehurch SKPD.

informasi Laporar: Realisasi Anggaran PPED.

Informasi Neraca.

Informasi CaLK Pemerintah Daerah.

Informasi Laporar: Keuangan BUMD/Perusahaan Daeral:.

Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tshunar Pemerrtah
Daerah.

Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksaraan APBD.

Informasi Opmi BPK.
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Keterangan:

1.

Ketepatan waktu penyajiar. Nilez - 1 diberikan  jika

informasi/doxumen pengelolaan <euangar daerah yang diukur telah

tersedia atau disajikan dalam situs jaringan resmi pemerintah daerah

atau Sistem Informasi Pemerintahan Dzerah dalam wakru paling

lama 30 hari setelah ditetapkan, dan nila: O diberikan untuk kondisi

sebaliknya.

a. RW adalah Rentang Waktu {kolom 2- <olom 1).

b. BAU adalal: Batas Akhir Unggah/Pukiikasi {30 hari).

c. S/TS adalah sesuai/tidak sesuai, dirilai 1 jika RW s BAU, dan
dinilai O jika RW > BAU.

Keteraksesan.. Nilai 1 diberikan jika informasi/dokumen ;pengeié-laan

keuangan daerah vang diukur telah tersedia untuk diakses atau

diundub secara umum dan terbuka uatuk pub.li.k melalhuai situs

jaringan resmi pemerintah  daerah  atau  Sistem  Informasi

Pemerintahan Daeral: dan nilai O diberikaz: vnituk kondisi sebaliknya,

Berdasarkan wuraian di atas, meka pengukuran indeks Zimensi

transparansi pengelciaan keuangan daerah adalah perkalian skor rate-

rata dengan bobot, Formulasi indeks dimens: transparansi penge.olacn

keuangan dacrah {D.3} sebagai berikuz:

Indeks D.3= Skor rata-rata x bobot

Contoh simulasi indeks dimensi i{ransparansi pengelolaan <euangan

daerah (D.3} sebagaimana ditujukan pada tabe. barikut:

Tabel 3.2

Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator

Skor

P Seror rata--ata

" Indeks (D.3)

Ketepatan Waktu

3729 =0.103

=3.103+0.€90Q

Ketersediaan

" 2G/29 =0.620
!
i

iy ]
£

=}).397

D3 =0.397 x .5

= 5,955
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Keterangan: o

1. Dimensi transparans: dihitung dengan caraz mengalikan skcr ratz-
rata dengan bobot.

2. Bobot yang diberikan untuk dimensi -ransparansi penge:olaan

keuangan daerah ada_ah 15.

Penyerapan Anggaran (D.4)

Dimensi penyerapar anggaran sebagai suatu kewajibar yang
fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyerapan arnggaran
merupakan - salah satu tahélpan dari siklus APBD yang dimula: dari
perencanaan anggaran, persetujuan bersama, evaluasi anggarar. dan
penetapan, pengawasan dan pertanggungjawakan keuangar. Peryerapan
anggaran diukur dengan membandingkan antara anggaran dan
realisasinya.

Penentuan skor masing-masing indikater —ntuk dimensi penyerapan
anggaran adalah persentase antara anggaran belanja dengan realsasinva.
Apabila persentase antara anggaran dan realisasinya menceapai sarma atau
diatas 80% (2 80%) maka skor diberi angka 1. Secbaliknya persentase
anggaran dan realisasinya mencapai kurang dari 80% (< 8C%), maxa skor

diberikan angka 0.

Contch simulasi penentuan skor masing-masirg indikator pada cimensi

penyerapan anggaran (3.4} sebagaimana pada tabel berikuat iri

| Tabel 4.1
Penenti:an Skor Indikator pada Dimensi Penyerapan Anggaran
| No ; Indikator f’ersentase Sker
| | Penyerapar:
Anggaran

1 | Penyerapan anggaran belanja pegawai | £3.2% -

2 | Penyerapan anggaran belanja bunga £2.7%
3 | Penverapan anggaran belanja sibsidi 1.5% Z
4 | Penyerapan anggaran belanja hibah §5,3% z

5 | Penyerapan anggaran belanja bantuar | ¢3,9% i

sosial




[
4]

No Indikzator Persentase 3=«or
Penyerapan
Anggaran
6 | Penyerapan arggaran belanja bagii&,6% Z
hasil dan bantuan keuangan
7 | Penyerapan anggaran belanja tidal | &,6%
terduga
& | Penyerapan anggaran barang aan jasa | §7,7% i
9 | Penyerapan anggaran belanja madal G5,5% 1

Penyerapan anggaran dalam APBD adalah skor rata-rata dikali dengan

bobot. Formulasi indeks dimensi penycrapan arggaran sebagai berixut

Indeks [3.4= Skor rata-rata X bobot

Contoh simulasi penghitungan indeks dimemsi penyerapan zrggaran

dalam APBD {D.4) sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Penentuan Skor Indikator pada Dimensi Penverapan Angga-an dzlam
APBD
Indikator Skor | Skor rata-rata Inceks (.4}
Penyerapan  anggaran 1 = 1+]+1+1+1+1+3i+1+1 L= 1 x 20
belanja pegawal G | =20
Periyerapan angéaran 1 =1 |

belanja bunga

Penyerapan anggaran 1

| belanja subsidi

Penyerapan  anggaran |
' belanja hibah

—

Penyerapar;  anggaran

heianja bantuan sosial

Penyerapan  anggaran 1
 helanja bagi hasil dan

bantuan keuangan

| Penyerapan  anggaran; 1
1 .




- 26 -

belanja tidak terduga

Penyerapan  anggaran 1

barang dan jasa

Penyerapan anggaran 1

belanja medal

Keterangan:

1. Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD = Skor rata-rata
dikalikan bobot.

2. Bobot yang diberikan untuk dimensi penverapan anggaran acalah
20.

Kondisi Kenangan Daerah (D.5)

Kondisi Keuangan Daerah adzlah kemempuan keuangan sueatu
pemerintah  daerah untuk memenuhi kewajibannya (Kemandirian
Keuangan, Fleksibilitas Keuangan, Solvabilites Operasional, Solvabiiitas
jangka pendek, Solvabilitas jangka panjang, Zan Solvabilitas Lavanar),
mengantisipasi kejadian tak terduga; dan rtuk mengeksekust hai
keuangannya secara efisien dan efektif.

Indeks dimensi kordisi keuangan daerzh dilinat dari & (enam}
indikator pembentuk kondisi keuangan pemerintah daerzh, dengan

fornmrulasi schaga mana A3elaskan dalam tabel »erilaat ini:
3
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Tata Cara Penilaian:

a.

d.

Menentukan kelompck acuan pemeriniah daerah yang setara
didasarkan atas tipe pemerintahan yait pemerintah provicsi dan
kabupaten/kotza.

Menghitung indeks indikator.

Indeks indikator dihitung berdasarkan hesil pembagian antara nial
aktual dan dikurangi nilai miniraum dar nilai maksimum ci<urangi
nilai minimum. Nilai minimum adalah nilai terendah dari semua cas
yang diobservasi sclama periode pengamatan. Nilai maksimum
adalah nilai aktuel tertinggi dari semua daa yang diobservasi selama
periode pengamatan. Indeks akan memilix: nilai terticggi 1 dan nilai

terendah 0.

nilat aktual - a1z minimum

Indeks :ndikator = (nilai maksimum — nilai minimum}
Menghitung indeks dimensi yang dihitung dengar cara
merjumlahkan semua  indeks indikater di_bégi dengan jumlah

indikator yang membentuk dimerisi.
Indeks Indikator = {1 indikator-1 + [ indikarc-2 +.. +] indikator-ni t

Menghitung indeks kondisi keuangan pef:erintah dacrah.

Indeks kondisi keuangan (IKK) pemerintah daerah ade’ah raze-rata
tertimbang dar: indeks-indeks dimensi. [KK dihitung dengan cara
menjumlahkan schuuh hasil perkalian masiﬁg--triasir_g mobor indeks
dimensi. |

FCl = 2P

"
Keterangar:
FCI= indeks kondist xeuangan;

YOI = total indeks dimensi; dan

n = jumah dimeast. .
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Contoh data dan informasi mengenai koncisi keuangan daerzh yvang
bersumber dari LKPD dan dokumen lair sebagaimana pada tabel

berikut iri:

Tabel 5.2

Data dan Informasi Kondisi Keuar:gan Deeral:

No Akun Niai
H Kas dar: setara kas 194,378,352,721.59
2 Investasi Jk. Pendek 0
3 | Kewajiban Lancar : 1%.034,928.325.04
4 Total Asset Tetap 4 478,699,640,379.90
5 | Kewajican Jk Panang J
6 Total Kewaiiban 12,934,928.325.24
7| Total Pendepatan 3,899,192,985 313.51
8 | Pendapatan DAX 643,207,672.956,00
¢ | Belanja Pegawa: 707,929,859,6C6.50
10 | Total PAD ©,673,749,166,521 51 |
11 | Total Pendapatan LD 3.992,353,232,782 41 |
12 | Total Beban LO 3.253,208,651,4G5 02 |
LES 'DAK LO | 643,207,672,956.00
14 1 Jumiak: Pendadul i o 3,627,962
Keterangan:

1. Sumber data dan .nformasi mengenai Kondisi keuangan daerzh
diperoleh dari LKPD LRA, neraca, dan LC:
2. Jumlah wpenduduk diperoleh dari. dokimen atau laporan yang

diterbitkan olen Kemendagri.



Contoh simulasi kasil pengukurarn masing.masing indikator pada zond:si
keuangan dalam 1 provinsi dengan menggunakan rumus <i atas

sebagaimana digambarkan pada tabe!l berikut:

Tabel 5.3
Hasii Pengukuran Masing-Masing Indikator Fada Kondis: Keuangan

Daiam 1 Provinsi

No Indikater Rumus Hasil }
T TKemandidan | Toial FAD 7 tota. | 0.499

keuangan | pendapatan
2. | Fleksibilitas (irotal pendapatan -|4.517

| keuiangan DAK]) / {tota_

| kewajiban + belania

pegawai)

3. | Solvabilitas {Total pendapatan LT | 1.029

opcrasionail -i“‘ pendapatan DAk

| LO; / total beban LO. |

4. | Solvabilitas _ Jk. | (Xas dan setara kas - | 15.027

Pendek investasi jangkz |
i '
pendek)/ kewajiban ;

: ; : lancar

5. | Solvabilitas Total asser tetap i 4,478,669,646,379.'90?
! jangka panjeng | kewajiban jangka | B

| | : panjarig

f’f‘otal asse: tetap * 1 1,234,486.372

6. | Solvabilitas

layanan jumiah pernduduk .

Selanjuinya, apancila selizruh provirsi telah dikitung kondisi xcuangan
dengan menggunakan rurmus di atas {Kemandir.an kenangan, Fleksibilitas
keuangan, Solvalilitas operasional, Solvabilitas Jk. Pendek, Solvabilitas
jangka panjang, Solvabi/itas layanan}, maka dapat ditentukan rasio
masing-masing provinsi. Resic tersebui dituangkan dalam tabel yang
selanjutnya diuruikan berdasarkan daerah p:‘évi‘nsi .yang aken diukar

indeks kondisi xeuanganrya.



_ _ . e . iii
0L TTOYTHEE £66'089 L6 BEY'T | Tl 9890 M ISUia0 1 11|
B06'6100691 119074, RTT0 0811 L't 0480 psuwsoig | -0f
___S80°988¢L5C 06 L ‘6L8LEEBU00UPE 888°I TYe'o 099'€ o serol | istn0 ig 6.
806°0SLTEY 0TS'09P9LLILEOS T 06£°0 | 5980 _888'C|  vgy'0[ - HIstaold g
T0b'SLSLLYT | 196'P9vE 900y | 00Tl TeLT r1e’o ) 1sUa0id 4
S02L°000.L5¢€T 00€°€6460L0485C111 1200 LBC'T rel'z| 2860  dlsumoed) . 9
VLG POBLET ) 08 VLELETOHOTSE 6OLT i REH'E £o£°0 7 ISAOL] G
- 0L1°VTERLIY 00/ 1926.506¥6+8.LT 90T’ L8LD | A i a4 A s p
| SPE'6S0E6TT| 967’98 ¥SLT 280 188°C | SZF0 O sulA0Ld €
B ___€19°189T09 000'E8T1HI8TLEYES Tt 90’y 8LT'CL  SL¥0 €1 ISWA0I] - Z
64¥°0TSTYET 9T6'CT19 8080 891°7 zeh' L L91°0 V 1SUIAO44 1
Jepuad
_ Surlted reucrsesad reduEenay] updaeroy
uBUBART SBIIGEAICS esduef _ ISTTADG] ON
eydue Se[IQEAIOS SBIIGRAJOG | SEHNIQISHI[S | URLIpUBSy
SWIIYUA[OS

1sutaoad Q1 UL I03eNIpUl SUSeU-BUISBU 0181y TESUNIIUIUS

7S [PUBL

nLIaq [aqe) 1semnuis yojuow sped uerequiedip yedep suroad

ST Fniun Joyesiipul Surseul-Suiset o188l uedunyyduad psey eAunfuepg t¢'¢ P eped senas weIesepIag {N

sutaoad) sumord 1 niun ueuede] selqBA[OS ‘Suefued ex3uel SENIGRAIOS H2pUSd [ SBIHIGRAIOS ‘Teucisuiado

seyqeajog  ‘veSuenay SeNNQISYOly ‘UEBURNay URMIPUBLISM OiSed ueBwiigsuad  psey  ueielusd  goyuod

IN¢[




Joyeyrpur detjos

fueypureduad spoitad BWRIS ISEALISJOIP Buei)

NJUN 1SUIA0I4 §T OISBI B1¥P Lep 188Ujis) v 1ep yotodadip INGosiol % [9Q¥) SpEd WNISHeW BN & -
Sfuepriiedasd apofted Blueas 18vasasqolp Suek) usduenod] BIpuCy vped
sorespur duhes SNIUN ISWACL] G OISEI B1Bp LIED Yepuorm [efii Mep 2j010dIp 1nAASIA] $'C OUE] ¥pRd Wntuiw WIIN - ¢
‘uenSuesiaq Suek yeaaep 1o pnpued Blep UeD T°F vyl wped giep ueduop uwylensosp sAwelep
soquns Sued g [aqe) vped sowny uzyeundsuoul uvduop UENTENSISIP TILY wuiaoad |1 Mmun oser apduniydued ¢
7°¢ [eqe) eped viep UejeunSIudTl UeNIE[IP $1 Lowou eped § 1suaold yjum oel usfutgrgsuod 1.
- - 3 ~ 'weduesaon L
POL 1EUYCEEE 00L'L2LOLEOEVOLVSLT | LTO'CT oCcot _ CERL B . o
S96'[6TPSE 9eT'98 | LE00 : LBL'O o pete ] L5910 . VI
C09'06E96Y , m}@,@no? o 2001 | . 9660 101°% | PEQ'0 ! O swiacid 51
CLE Q8P PETT 006°6LL9V96998L7 1 L20'ST - 6To'T | LIS 6570 p ISULAOI] 12N
ST'PICTHY | Q0¥ 20S07G20TTI8TT ita 601  6bi' 8R8S°0 wsumorgl g1 !
S96'16THSE 006'08£C9898L96YS 1 869 S64°0 688°2 JStolal | msuisold !
Suefued Aeptied feuorsriad LRI UBNOY uesuBnsy _
ueuele] SEH[IABAUS | wRduep ISUTAOL] GN
eysurp SBHIBAIOR SEHIqRA[OS | SUNIGSIPY | UBLIPURTI}] ' :
SeNNGEA0S . i - o L m

Im.QI



LA

Berdasarkan hasil penghitungan rasic 15 Provinsi diatas, make dapat
dilakukan penghitungan :ndeks rasic provinsi pada indikator i dengan

menggunakan rumus:

.. rila: ektual vada penghitungan rasie -nilal minimal pada rasio tersebut
indeks Rasio ip = ¢ R - ) P -
] (nilai maksirzl-nilai minimal)

in= Indikator n
(il= kemandirian xeuangan, i2= flexsibilitas keuangar, iG=
solvabilitas operasioral, i4= solvabilitas jk. pendek, i5= solvabilizas

jangka panjang, dan 6= solvabilizas layar.an).
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Keterangan;:
1. Untuk menghitung Indeks rasio i, Provinsi

(0,429-0,167) 0,262 -
N = = = 0,506
{0.686~0,167) 0,519

2. Penghitungan indeks rasio i lainnya dan indeks rasio untuk 1£ Previnsi

lainnya, mengikuti contoh penghitungan indeks rasic Provins: N.

Selanjutnya untuk menghitung IKK Provinsi N diperoleh dari rata-rata

indeks Provinsi N. Sebagamana contoh simulas: derikut ini:

0,606+0,405+0,L T5+1+0,161+0,026 _ 2,173
= = 0,362

=

Penghitungan IKK Provinsi N =

Bobot yang diberikan untuk dimensi kondisi k=uangan daerah adalah 15,

maka hasil pen.ghitungan IKK Provinsi N dikali dengan bobot adalah:
KK Provinsi N x 15= 15 x €.362 = 5,43,

6. Opini BPK (D.6)

Pemberian opini atas LKPD dilakukar cleh BPK sesuai dengan
amanat peraturan perurdang-undangan. Unoak memberikan opini atas
LKPD antara lain harus sesuai dengan standar akuntansi, kecukupan
bukti, sistern pengendalizn 'intemai, dan ketazran perundang-undzangan.
Berdasarkan hasil opini BPK atas LKPD, maxa dalam pengukurar skor
dimensi opint BPK ciiperdeh dengan cera: | '

1. Apabiia pemerintah daerah memperoleh onini WTP secara 3 anun
terakhir berturut-turot akan diberikan skor ;.

2. Apabiia pemerintah dacrah memperolel opini WTP secara 2 tanuan
(dalam masa 3 :ahun terakhir beriurut-turut akan diberikar skor
2/3 {0.e67).

3. Apabila per:llerimah dacrah memperoleh opini WTP secara 1 tahun
idalars masa 2 tabun terakhir berturus-turut akan diberikan skor
1/3(0,334).

4. Apabila pe_meriﬁtah daerah mempefoleh opini disclaimer dibsrikan
skor O. _ . '

Contoh: Provinsi M selama 2 tahun teraxhir secars berurtt-rimat

memperolen opini WTP, maka dibsri sker ;fert'_?.:gg1 yaitu 1. |

Bobot dimensi epiri BPK adalanh 15.
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Selanjutnya, untuk menghitung ‘ndeks dimensi opini BPK atas LKPD

adalah skor x bohot.

Hasil pengukuran indeks dimensi Opini BPK adalah sxor x bobot = 1
x 15 = 15.

7. Indeks Pengelolagn Keuargan Daerah {IPKD)
Pengukuran IPKD Cdilakukan dergan menjurlah selurunh hasil indexs
dimensi. Sehingga has:l pe'ngukuran IPKD scbagaimana takel berikut ini.
Tabel 7.1
asii Pengukuran IPKD
No Dimensi Indeks Total indeks 1PKD
1 | Kesesuaian dokumen £.66 ; l
perencanaan dan
penganggaran (.1) l
- |
2 | Pengalokasian  anggaran | 20 ;
belanja dalam APBD (D.2]
' =D 1+D2+D.3+D.4+D5+D6 |
3 | Transparansi pengelolaan 5.855 _ |
_ r= £, 66+20+5.955+20+5.43+15 |
keuangan (D.3) @
_____ 1 =73.045 j
4 | Penyerapan anggaran (D.4) 20 l
A S : |
(5 1 Kondisi keuangan daerah | 5.43 i
(2.3} i
6 | Gpmi BPK (D.6) i 15 i
! !
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PEMERINGKATAN DAlIx  PENGATEGORIAN BERDASARKXAN HASIL
PENGUKURAN IPKL |

Setelah scluruh provinsi atav kabupaten/xota telah diketahui nilai
IPKD-nya, kemudian disusun dan diranking 2erdasarkan nilai IPKD dari
vang tertinggi hingga yang terendah. Tontoh rekapitulasi hasil

pengukuran IPKD untuk 20 provinsi sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Pemeringkzatan Daerah

NO ~PROVINS | IPKD

1 | Provinsi A | 75 424

2 TProvinsi B 7% 325

3 | Provinsi C T17s.445

4 | Provinsi D 75213

5 Provinsi E 77642
6 Provinsi F 72732

7 P-ovinsi G 72,450

8 | Provinsi E | 75621
19 Provinsi T 75.431

10 Provinst J : 74235

11 Provinsi K 74,123
| 12 Provinsi L : 73043
|13 | Provinsi M 72,560 o
] 14 | Provinsi N . 72.0AS
15 | Provinsi C 72.150
16| Provinsi B 72.0°5

17 | Provinsi G 65.323

i8 Provinsi K 6C.786
16 [ Provnsi € 5C.803
120 | Provinsi T 86
| 77 708

"MEAN I
[STDEV 1 6.544
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Setelah data rersusun peringkatnve kemudian dihitung niai rata-
rata/nilai tengah ifMEAN) aari keseluruhan nilai IPKZ dan stardar
deviasi/simpang bakuianya {STDEV). Dari takel di atas diketahu: MEAN=
72,708, dan STDEV=6.544.

Pengkategoriar. - hasil IPKD dilakukan berdasarkan karakter.stis
distribusi normal. IPKD dikategorkan BATK bila nilai PKD daerah
tersebut lebin besar cari nilai MEAN+{1 x stancar deviasi}. Kemudizn, nilai
IPKD dikategorikan PERLU PERBAIXAN ijika milai IPKD berada dianzara
nilai MEAN-(1 x standdr deviasi}) dan M“'/-LW;(I x standar deviasi).
Terakhir, nilai IPKD dikategorikan SANGAT PERLU PE}RBAHQ\N bila nilai
IPKD kurang dari MEAN-(1 « shm:lur dth‘ib)]

MEAN+(1 x STDEV)= 72.708+(1 x 6.544)=79.252
dan MEAN-{1 x STDEV)= 72.708-(1 x 6.544)=66.154.

Berdasarkan hasil sirulasi penﬂhmmgan IPED pada 20 pro vinsi tersebut
di atas, maka diten-ukar: kategori penilaian [PXD 5ebdga1mana pada tabel
berikut:

" Tahel 2
Pengka_egonan IPKD untuk 20 Provinsi
NO | PROVNSI IPKD . T KATEGORI |

1 |ProvinsiA 79.424 |
2 Frovinsi B 76.325 | Baik

3 Frovinst C ?@.445
1_%— - .' Provinsg: T 78.213
5 Provinsi E 77.642

6 Provinsi F | 76.732

7 Provinsi G 76.450

8 | Provinsi £ | 75.641 |

9 | Provinsi I 75.43) _ |
16 Frovins: J 74.235 Perlu -.
11 Provinsi K | 74.123 Perbaikan
13 Erovins: L : 73.943 ]

13 i Provinsi M 73.560

14 i Provinsi K 73.045
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NO PROVINSI IFKD KATEGORI
15 Provinsi O 72.150
16 Provinsi P 12015
17 Provinsi Q BhaR
18 Provinsi R 60.786
19 Provinsi S 59.893 Sangat Perlu
20 Provinsi T 57.786 Perbaikan
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